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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Keuangan SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Scbagaimana pemberlakuan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis
akrual maka tahun 2016 adalah merupakan tahun kedua bagi skpd Kecamatan Kedungjati
Kabupater Grobogan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.Selanjutnya laporan
keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah

daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi

daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok

ukur kinerja pemerintahan unfuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir

tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat
(2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan olech
suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual, maka tujuan umum laporan keuangan
adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo

anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ckuitas Pemerintah
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Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam

membuat dan mengevaluas; keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Kccamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas SKPD Kecamatan
Kedungjati Kabupaten Grobogan atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan
Keuangan SKPD Kecamatan Kedungjati (LK SKPD) disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Melalui LK SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, para pengguna

laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LK SKPD Kecamatan

Kedungjati Kabupaten Grobogan memuat informasi mengenai:

1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi
Anggaran;

2) Laporan Operasional;

3) Laporan Perubahan Ekuitas;
4) Neraca,

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun

2020 disusun berdasarkan:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4437) schagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
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